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TRANSFORMASI 
TRANSPORTASI JAKARTA: 
Mengkaji ulang target emisi nol 
sektor transportasi tahun 2050

P O L I C Y  B R I E F

Policy Brief ini adalah ringkasan bagi pemangku kebijakan yang diambil dari penelitian 
oleh Greenpeace Indonesia dan RDI pada tahun 2022 dengan judul yang sama.

Emisi dan Transportasi DKI Jakarta
Emisi dari kendaraan bermotor 
merupakan masalah utama dari 
pencemaran udara di DKI Jakarta. Dalam 
kondisi yang memprihatinkan, sektor 
transportasi dilaporkan menghasilkan 
emisi NOx sebesar 72,4%; CO 92,36%; 
PM10 57,99%; dan PM2,5  67,03%,  yang 
dapat menyebabkan gangguan kesehatan, 
terutama pada anak-anak dan ibu hamil 
(Lestari dkk., 2020). Selain dampak 
kesehatan, emisi juga dapat memperparah 
krisis iklim yang telah terjadi. Contoh 

nyatanya adalah suhu rata-rata Jakarta 
meningkat sebesar 1°C selama tiga 
dekade terakhir, dari 26,87°C di tahun 
1991 menjadi 27,89°C di tahun 2021 (World 
Bank 2021). Selain itu, intensitas hujan 
akibat cuaca ekstrem di Jakarta sejauh ini 
terus bertambah dengan durasi yang lebih 
singkat. Intensitas hujan dapat mencapai 
377 mm per hari di tahun 2020, sehingga 
meningkatkan risiko banjir (Fajar, 2020).

Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi 

Rangkuman
Emisi gas rumah kaca tidak hanya berdampak terhadap ancaman kesehatan 
oleh pencemaran udara, tetapi juga berkontribusi terhadap krisis iklim yang 
meningkatkan potensi cuaca ekstrem hingga risiko banjir. Volume kendaraan yang 
mencapai sekitar 20 juta unit, khususnya kendaraan pribadi, serta penggunaan 
bahan bakar fosil sebagai sumber energi, menjadi salah satu alasan besarnya 
peningkatan emisi dari sektor ini. Policy brief ini bertujuan untuk menjelaskan 
perkiraan kondisi masa depan jika tidak ada perubahan di sektor transportasi 
dan apa yang harus dilakukan agar target bebas emisi (net zero emission/NZE) 
dapat dicapai di tahun 2050. Berdasarkan analisis terhadap perilaku transportasi 
dan skenario yang telah dirumuskan, target untuk mencapai transportasi bebas 
emisi pada tahun 2050 tidak dapat dicapai, bahkan dengan rangkaian kebijakan 
dan program yang ada saat ini. Rekomendasi utama yang diberikan pada policy 
brief ini adalah seruan aksi kepada semua pihak untuk mengupayakan perubahan 
perilaku berkendara yang beralih dari kendaraan bermotor ke transportasi publik 
atau kendaraan tidak bermotor (sepeda dan berjalan kaki) serta elektrifikasi 
dengan transisi ke sumber energi terbarukan yang harus disegerakan.
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menjadi salah satu penyebab tingginya 
kontribusi emisi dari sektor transportasi. 
DKI Jakarta adalah aglomerasi perkotaan 
terbesar kedua di dunia (Martinez & 
Masron, 2020) dengan jumlah penduduk 
mencapai kurang lebih 10 juta jiwa pada 
tahun 2020. Oleh karena itu, kebutuhan 
perjalanan dan pergerakan untuk 
manusia serta barang (United Nation, 
2019) di DKI Jakarta semakin meningkat. 
Sayangnya, kondisi ini justru diimbangi 
dengan peningkatan kepemilikan 
kendaraan pribadi yang mencapai dua 
kali lipat jumlah penduduk, yakni 20,2 
juta unit1 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). 
Tingginya keinginan masyarakat untuk 
memiliki kendaraan pribadi tercermin dari 
persentase kenaikan kendaraan sepeda 
motor (4,9%) dan mobil penumpang 
(7,01%)2 yang notabene jauh lebih tinggi 
dibanding laju pertumbuhan penduduk 
Jakarta (0,92%)3 ataupun penambahan 
ruas jalan (0,01% per tahun) (Wismadi 
dkk., 2013).
 
Kemacetan menjadi permasalahan yang 
sangat identik dengan transportasi di DKI 
Jakarta.  Pemborosan pemakaian bahan 
bakar, polusi udara, serta penurunan 
tingkat kesehatan penduduk menjadi 
dampak lanjutan dari permasalahan 
ini. Tidak hanya itu, Bank Dunia pada 
tahun 2019 memprediksi kemacetan di 
Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi 
mencapai 37 triliun rupiah per tahun 
(Roberts dkk., 2019).

Di sisi lain, ruang terbuka hijau (RTH) 
dan infrastruktur hijau masih amat 
terbatas. Saat ini, hanya tersedia sekitar 
34 km persegi luas RTH di Jakarta4. 
Angka tersebut lebih kecil dibandingkan 

dengan ruang yang digunakan untuk jalan 
raya yaitu 46 km persegi  pada tahun 
2018,  belum termasuk dengan area 
parkir kendaraan (Dinas Komunikasi dan 
Informasi DKI Jakarta, 2020). Dengan 
kata lain, infrastruktur kendaraan pribadi 
berkompetisi dengan infrastruktur ramah 
lingkungan, berbeda dengan penyediaan 
infrastruktur bersepeda dan berjalan kaki 
yang dapat berfungsi sebagai RTH dan 
mendukung peningkatan penggunaan 
infrastruktur transportasi publik (Rietveld 
dkk., 2001; Loo, 2021).

Program Dekarbonisasi 
Pemerintah DKI Jakarta 
Urgensi dari kondisi ini melatarbelakangi 
target Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta untuk mencapai NZE pada tahun 
2050, khususnya di bidang transportasi. 
Program-program yang dicanangkan 
sejak 20125 mencakup pemanfaatan 
sumber energi yang rendah emisi dalam 
bentuk pemasangan panel surya di atap 
gedung milik pemerintah, fasilitas umum 
(sekolah, pelayanan kesehatan, rumah 
sakit, dan olahraga), serta gedung-gedung 
swasta. Pemerintah DKI Jakarta juga 
berencana untuk meningkatkan layanan 
transportasi publik hingga 90% pada 
tahun 2022 dan mengintegrasikannya 
dengan berbagai moda transportasi 
lainnya, revitalisasi trotoar sepanjang 346 
km dan jalur bersepeda sepanjang 103,5 
km (Ramadhan, 2022). Selain itu, terdapat 
target penggunaan energi listrik sebesar 
50 persen untuk armada bus TransJakarta 
pada 20256. Hingga saat ini, 30 unit bus7 
TransJakarta sudah menggunakan energi 
listrik. 

Program lain adalah perluasan RTH 
sebesar 30% pada tahun 2030 yang baru 

Jumlah ini didominasi oleh kendaraan pribadi (3,3 
juta unit mobil dan 16,1 juta unit motor). Sisanya yakni 
kendaraan bus (35.266 unit) dan truk (679.708 unit). 
Jumlah ini belum termasuk angkutan barang (freight)

1

Disampaikan oleh Ir. Driejana, M.SCE, PhD dari 
Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (2021) 
dalam Konsultasi Publik: Grand Design Pengendalian 
Pencemaran Udara, Provinsi DKI Jakarta

2

Menurut laporan BPS Provinsi DKI Jakarta yang 
dipublikasikan tahun 2020

3

Angka ini hanya 5,177% dari total luas DKI Jakarta (Data 
dari Jakarta Satu)

4

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan Vital Strategies. 
2020. Menuju Udara Bersih Jakarta

5

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
pemangku kebijakan terkait

6

Jumlah ini baru sekitar 3% dari total keseluruhan armada 
bus TransJakarta yang mencapai 872 bus (Data dari PPID 
TransJakarta tahun 2018)

7
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Perilaku dan Harapan 
masyarakat 
Berdasarkan survei yang melibatkan 
2.097 responden yang beraktivitas di DKI 
Jakarta, moda transportasi utama yang 

mencapai sekitar 9,2% ruang terbuka 
hijau dari total luasan Kota Jakarta di 
tahun 2019 dan berubah menjadi 5,117% 
berdasarkan data dari Pemprov DKI 
Jakarta pada tahun 2022 (Prakoso dan 
Herdiansyah, 2019; Jakarta Satu, 2022). 
Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan 
Zona Rendah Emisi atau Low Emission 
Zone (LEZ) di Kawasan Kota Tua dengan 
tujuan membatasi kendaraan pribadi 
untuk meningkatkan kualitas udara di 
area tersebut. Pada 2018, emisi sebesar 
1,5 juta ton CO2e atau 11% dari total emisi 
sektor transportasi berhasil dikurangi 
melalui berbagai usaha-usaha tersebut 
(Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 
2019).

digunakan adalah transportasi publik 
(40,18%) dan motor pribadi (39,51%). Hal 
ini berhubungan erat dengan pendapatan 
responden dan durasi perjalanan.  
Transportasi publik menjadi pilihan 
utama karena lebih ekonomis. Biaya 
transportasi publik dari daerah Bodetabek 
ke Jakarta hanya berkisar dari Rp4.000–
6.000 per perjalanan, sedangkan biaya 
menggunakan kendaraan pribadi dapat 
mencapai hingga Rp200.000–500.000 
per bulan atau setara dengan Rp8.000–
20.000 per hari. 

Dari segi waktu tempuh perjalanan, 
transportasi umum lebih diminati sebagai 
pilihan moda perjalanan jarak jauh dengan 
rata-rata durasi perjalanan 62 menit, 
kemudian diikuti dengan mobil pribadi 
dengan durasi 44 menit dan motor pribadi 
dengan durasi 34 menit. Sedangkan untuk 
berjalan kaki dan bersepeda, rata-rata 
responden berjalan kaki selama 15 menit 
atau bersepeda selama 22 menit untuk 
tujuan bekerja atau pergi ke sekolah. 

Gambar 1. Preferensi perubahan moda transportasi menurut responden

Pejalan Kaki: 96

Tidak Berubah (Bersepeda): 2

Tidak Berubah (Pejalan Kaki): 5

Lebih sering berjalan kaki: 141

Pesepeda: 29
Lebih sering bersepeda: 231

Tidak Berubah (Kendaraan 
Publik): 39

Pengguna Transportasi
Publik: 841

Transportasi Publik Listrik: 730

Transportasi Publik BBM: 403

Pengguna Taksi
Online: 127

Tidak Berubah (Pengguna 
Taksi Online): 4

Pengguna Motor
Pribadi: 827

Tidak Berubah (Motor 
Pribadi): 33

Pengguna Mobil
Pribadi: 167

Motor Pribadi Listrik: 269

Mobil Pribadi Listrik: 226

Tidak Berubah (Mobil 
Pribadi): 4



4

Angkot

Bus Transjakarta

Kopaja

Lainnya

Bus Listrik Transjakarta

KRL

LRT

MRT28%

26%

9% 4%
1%

4% 0%

27%

Gambar 2. Jenis preferensi perpindahan moda 
ke transportasi publik

Sebagian responden memilih berpindah 
ke transportasi publik dengan harapan 
mengurangi emisi (58%). Alasan lainnya 
adalah biaya transportasi publik yang 
terjangkau (18%) dan kenyamanan 
kendaraan (13%). Tingkat kesadaran 
lingkungan yang tinggi juga ditunjukkan 
dalam hal pemilihan jenis bahan bakar 

Hasil ini terlepas dari pengetahuan responden tentang 
sifat, harga, dan hal lainnya tentang energi terbarukan.

8

Harapan responden dalam penggunaan 
moda transportasi di masa depan cukup 
positif. Persentase perubahan terbesar 
adalah responden pengguna motor 
pribadi yang menyatakan ingin lebih 
sering bersepeda atau menggunakan 
transportasi publik. Selain itu, pengguna 
transportasi publik berharap dapat 
menggunakan transportasi publik yang 
rendah emisi. Beberapa masyarakat juga 
berharap dapat beralih untuk berjalan 
kaki (6,7%) dan bersepeda (11%) (Gambar 
1).

Transportasi publik berbahan bakar listrik 
menjadi pilihan utama dari responden 
untuk masa depan (Gambar 2). Bus 
TransJakarta menjadi moda transportasi 
utama sasaran perpindahan (55%), 
dengan pilihan sebesar 27% TransJakarta 
berbahan bakar fosil dan 28% berbahan 
bakar listrik, kemudian diikuti dengan 
KRL (26%).

kendaraan: walaupun sebagian besar 
responden masih menggunakan bahan 
bakar fosil (81%), hampir seluruh 
responden setuju bahwa kendaraan yang 
digunakan sebaiknya bertenaga listrik 
dari energi terbarukan (93%) (Gambar 
3). Responden juga menyatakan telah 
merencanakan untuk menggunakan 
transportasi ramah lingkungan dan sehat 
(97%)8.

Harapan yang disampaikan oleh responden 
yaitu peningkatan kualitas infrastruktur 
berjalan kaki dan bersepeda, terutama 
dalam hal ketersediaan dan keamanan 
jalur pejalan kaki dan pesepeda. Fasilitas 
pejalan kaki mendapat nilai evaluasi 
paling rendah dibandingkan dengan 
infrastruktur transportasi lainnya.  Hingga 
tahun 2019, jalur sepeda yang tersedia 
di Jakarta baru mencapai 63 km dan 
masih terpusat di beberapa ruas jalan 
utama, sedangkan rencananya akan 
dibangun hingga 196 km jalur sepeda 
pada akhir tahun 2021, dan total 690 km 
pada tahun 2030 (Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta, 2021). Selain itu, masyarakat 
juga mengharapkan adanya perbaikan 
dari layanan transportasi publik, dengan 
indikator waktu yang cepat, aksesibilitas 
yang mudah, serta jarak tempuh  yang 
dekat. 
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Gambar 3. Persepsi responden terhadap penggunaan bahan bakar kendaraan

Skenario Menuju Transportasi 
Bebas  Emisi
Adanya preferensi perpindahan moda dari 
sebagian besar responden merupakan 
kesempatan bagi pemerintah untuk 
mendorong penggunaan kendaraan tidak 
bermotor (non-motorized transportation/
NMT). Hal ini didukung dengan tingginya 
persentase masyarakat yang memilih 
untuk menggunakan transportasi publik. 
Apabila pemerintah ingin mencapai 
kondisi yang bebas emisi, peralihan moda 
transportasi harus difokuskan kepada 
kombinasi antara transportasi publik dan 
transportasi tidak bermotor. 

Namun, apakah dengan antusiasme 
masyarakat dan program pemerintah, 
DKI Jakarta akan bebas dari emisi pada 
2050? Hal ini diprediksi menggunakan 
empat skenario, yakni: (1) skenario tanpa 
intervensi; (2) skenario intervensi program 
dan kebijakan pemerintah; (3) skenario 
elektrifikasi dan penggunaan energi 

terbarukan; dan (4) skenario menuju bebas 
emisi 2050. Skenario tanpa intervensi 
(Business as Usual) dibuat dengan tidak 
ada perubahan yang dilakukan dan 
berdasarkan tren yang ada pada saat 
ini. Skenario intervensi program dan 
kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan 
kebijakan dan target-target yang telah 
ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi 
maupun nasional. Skenario elektrifikasi 
dan penggunaan energi terbarukan 
menggunakan asumsi berdasarkan 
target-target yang telah dibuat oleh 
institusi-institusi di tingkat internasional 
yang relatif lebih ambisius dari skenario 
sebelumnya (IEA, 2021). Skenario menuju 
bebas emisi menggunakan asumsi yang 
lebih ambisius dan progresif dengan 
tujuan untuk mengurangi emisi sekecil-
kecilnya atau mendekati nol.

Penggunaan kendaraan 
berbahan bakar minyak

Penggunaan kendaraan listrik 
berbahan bakar fosil

Penggunaan kendaraan listrik 
dari energi terbarukan

Rencana penggunaan transportasi 
lebih ramah lingkungan

Biaya listrik dari energi terbarukan 
bisa lebih mahal daripada biaya 

listrik dari energi fosil
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Gambar 4. Grafik perbandingan 4 (empat) skenario perhitungan estimasi emisi Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2020-2050 (dalam juta ton CO2e)

Hasil perhitungan skenario emisi 
menghasilkan beberapa temuan sebagai 
berikut.

Emisi pada tahun 2020 diprediksi 
mencapai 22,8 juta ton CO2e dengan 
kendaraan pribadi berbahan bakar 
fosil sebagai penyumbang terbesar, 
dan transportasi publik sebagai 
penyumbang terkecil.

1.
Emisi nol atau NZE sangat sulit 
dicapai jika mengandalkan program 
pemerintah saat ini, sehingga perlu 
ada target dan program yang lebih 
ambisius dan menyeluruh.

2.

Perkiraan emisi pada tahun 2020 
adalah sebesar 22.815.356 ton 
CO2e. 

Skenario tanpa intervensi 
berdasarkan tren yang ada akan 
menghasilkan emisi mencapai dua 
kali emisi saat ini atau sekitar 46 
juta ton CO2e. Kontribusi terbesar 
masih berada dari mobil dan 
sepeda motor yang mencapai 36% 
dan 47%. 

Skenario intervensi program 
kebijakan pemerintah dan 
perubahan perilaku masyarakat 
diestimasi dapat mengurangi 
emisi sebesar 4,5 juta ton CO2e 
dibandingkan dengan emisi pada 
tahun 2020. Pengurangan ini terjadi 
karena peningkatan teknologi serta 

Kontribusi terbesar berasal dari 
pengguna mobil dan sepeda motor 
yang mencapai sekitar 15,84 juta 
ton CO2e, dengan emisi terbesar 
adalah sepeda motor (9.833.690 
ton CO2e). Angka ini setara 16,12% 
dari total emisi sektor transportasi 
nasional di tahun 2019. 

Dari sumber energi, bahan bakar 
fosil menjadi peyumbang terbesar 
dari sektor transportasi (16.566.857 
ton CO2e). 

Transportasi publik merupakan 
penyumbang emisi terkecil dengan 
persentase 0,90% (200.360 ton 
CO2e).
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Skenario ketiga merupakan 
strategi pengurangan emisi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
program pemerintah pusat maupun 
Provinsi DKI Jakarta. Elektrifikasi 
dan penggunaan energi terbarukan 
akan mengurangi emisi sebesar 10 
juta ton CO2e dibandingkan dengan 
emisi di tahun 2020. Skenario 
menggunakan angka pengurangan 
kendaraan pribadi dan penambahan 
penumpang transportasi publik 
sebesar 1,8–2 juta penumpang 
per harinya dengan persentase 
bauran energi terbarukan sebesar 
31%. Elektrifikasi kendaraan juga 
telah dimulai dan pada tahun 2050 
diharapkan sudah mencapai atau 
mendekati 100%.

Skenario mendekati nol emisi (NZE) 
diperkirakan akan menghasilkan 
emisi dengan jumlah terkecil (2,6 
juta ton CO2e) di tahun 2050. Namun, 
skenario ini tetap belum dapat 
mencapai target yang dicanangkan. 
Skenario ini menggunakan asumsi 
yang mengadaptasi beberapa 
rujukan dari beberapa institusi 
untuk efisiensi energi dan faktor 
emisi jaringan yang menggunakan 
hampir 100% energi terbarukan 
untuk pembangkit listrik (IEA, 2021; 
Koffi dkk., 2017). Emisi ini berasal 
dari pembangkit listrik untuk 
operasional kendaraan. Hal ini 
dapat dicapai dengan transformasi 
perilaku masyarakat yang masif 
dengan pengurangan jumlah mobil 
(2,5 juta unit) dan sepeda motor 

perubahan perilaku masyarakat 
untuk berpindah dari kendaraan 
pribadi ke penggunaan transportasi 
publik serta pemilihan transportasi 
tidak bermotor seperti berjalan kaki 
atau bersepeda untuk jarak dekat. 
Pengurangan emisi juga dicapai 
melalui transisi energi terbarukan 
kendaraan listrik sesuai dengan 
target bauran energi di tahun 2030.

(12,5 juta unit) di tahun 2050. Peran 
energi terbarukan diandalkan untuk 
mengurangi emisi dari pembangkit 
listrik.

Rekomendasi Utama
Studi ini menunjukkan bahwa rencana 
DKI Jakarta untuk mencapai target 
transportasi nol-emisi pada tahun 2050 
tidak dapat dicapai dengan rangkaian 
kebijakan dan program yang ada. Selain 
itu, studi ini hanya mempertimbangkan 
emisi operasional dari transportasi di 
Provinsi DKI Jakarta tanpa pertimbangan 
emisi yang dihasilkan dari pembuatan dan 
pembangunan moda dan infrastruktur 
transportasi. Pengurangan emisi 
maksimal yang dapat dicapai pada tahun 
2050 adalah sebesar 88,5% atau 20,2 juta 
ton CO2e lebih sedikit dibandingkan emisi 
saat ini.

Rekomendasi utama dari penelitian ini 
adalah perlunya aksi menyeluruh dari 
berbagai pihak untuk mencapai skenario 
pengurangan yang paling mendekati 
nol emisi bersih (NZE) di tahun 2050, di 
antaranya:

Kerja sama antar aktor untuk 
mendukung dekarbonisasi sektor 
transportasi, mulai dari pemerintah 
pusat, pemerintah DKI Jakarta, 
pemerintah daerah di sekitar DKI 
Jakarta, PLN, penyedia layanan 
transportasi publik, dan badan usaha 
produsen kendaraan, serta perubahan 
perilaku dari masyarakat untuk 
pengurangan mobilisasi ataupun 
penggunaan moda transportasi yang 
ramah lingkungan.

1.

Prioritas pengunaan transportasi publik 
untuk mengurangi kebutuhan dan 
penggunaan kendaraan pribadi perlu 
didukung dengan perluasan jaringan 
dan integrasi transportasi publik. 
Perluasan cakupan transportasi publik 
perlu dilakukan agar masyarakat tidak 
perlu menggunakan taksi atau ojek 

2.
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daring untuk menuju titik penjemputan 
moda transportasi publik.

Pengutamaan penggunaan kendaraan 
tidak bermotor seperti bersepeda dan 
berjalan kaki untuk jarak dekat ataupun 
sebagai moda utama untuk menuju titik 
penjemputan transportasi publik yang 
sejalan dengan peningkatan kualitas 
dan kuantitas infrastrukturnya. 
Penyediaan infrastruktur hijau untuk 
bersepeda dan pejalan kaki perlu 
ditambah agar terjadi penyerapan 
emisi dan meningkatkan kenyamanan 
dari efek teduh pohon. Selain itu, 
infrastruktur untuk transportasi tidak 
bermotor juga perlu mengutamakan 
keamanan penggunanya dengan 
melindungi pesepeda dan pejalan kaki.

3.

Dekarbonisasi sektor listrik untuk 
mendukung dekarbonisasi sektor 
transportasi. Penggunaan kendaraan 
yang rendah emisi, seperti kendaraan 
listrik harus didukung oleh penggunaan 
energi terbarukan yang dimulai dan 
diutamakan untuk transportasi publik.  
PLTU yang ada di sekitar Provinsi 
DKI Jakarta perlu beralih menjadi 
pembangkit listrik dengan energi 
terbarukan.

4.
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